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NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Eavaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor
002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu Nomor 002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, memalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumberdaya yang ada.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.



10.

11.

12.

13

14,

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dangan penggunaan anggaran dengan
Kuantitas dan kualitas yang terukur.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome) suatu Program.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB 11
RENSTRA PD TAHUN 2021-2026

Pasal 2

(1) PD menyusun Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra PD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, Sasaran, Program, dan

Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif.

(3) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;

b Bab II . Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

. Bab lll : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah,;



(1)

(2)

(3)

(3)

d. Bab IV : Tujuan Dan Sasaran,;

e. Bab V :  Strategi Dan Arah Kebijakan;

f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

h Bab VIII : Penutup.

Uraian sistematika Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 4

Renstra PD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi Badan Perencananaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:

a. perubahan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan; dan
b. adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.

Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam
RKP/RKPD Provinsi, Renstra PD tidak perlu dilakukan perubahan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan
Renstra PD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi.
Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam

Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG
BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 02

\\ A
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKTORAT

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Inspektur Inspektorat

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan
Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman.

Dinas Perhubungan

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan
Masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kecamatan Long Apari

Kantor Kecamatan Long Pahangai

Kantor Kecamatan Long Bagun

Kantor Kecamatan Laham

Kantor Kecamatan Laham.

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

BONIFASIUS BELAWAN GEH

pala Bagian Hukupt,
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"ARSENIUS LUHAN. SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016



